
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 152 TAHUN 2022 

TENTANG 

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menim bang 

Mengin gat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk m e1aksanakan ketentuan Pa sa1 63 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Po1a Karier 
Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peratu ra n Bupati 
Tasikmalaya tentang Pol a Karier Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pem erintah Daerah Kabupaten Ta sikmalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19 50 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provin si Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tangg 8 Agustus 1950) , sebag imana telah diu bah dengan 
Und ng-Undang Nom or 4 Tahun 1968 tentang 
Pemb nt kan Kabupaten Purwakarta d Kabupaten 

ang engan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten da1am Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipi1 Negara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Negara Repub1ik Indonesia Nomor 
5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 



Menetapkan 
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Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 01 9 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Pera turan Pem er intah Nomor 11 Tahun 20 17 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 20 17 Nomor 63, Tambahan Lem baran 

egara R publik In donesia Nomor 6037) sebagaiman telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tah n 2020 
ten tang Perubahan a tas Peraturan Pemerintah om r 11 
Tahun 201 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
68, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

6 . Pera an Me teri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
irokrasi Nomor 3 Tahun 2 020 ten tang 

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 
Re lik Indonesia Tahun 2020 Nom or 28); 

7 . Peraturan Menteri Pendayagun a an Aparatur Negara dan 
Reform a 'i Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 te t g Pola 
K ier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 
I on esia Tahun 20 21 Nom or 526); 

8. Perat ran Da rah Kab paten Tasikmalaya omor 1 
Tah u n 2 01 6 tentang Tata Cara Pem bentu ka n Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahu n 201 6 Nomor 1); 

9. Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 20 16 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kew n angan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER 
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

PEGAWAI 
DAERAH 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye1enggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom . 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati da1am penye1enggaraan 
urusan pemer intahan yang menjadi kewena ngan Daerah. 

5. Insta si Pusat adalah kementerian, 1embaga pemerintah nonk ementerian, 
kesekre ariatan 1embaga negara, dan k esekretariatan 1embaga nonst k ral. 

6. In tan si Daerah Pr 'nsi adalah Perangkat Daerah Provinsi yang m e1iputi 
Sek et iat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah 
Pro 'nsi, Dina s Daerah Provinsi, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi. 

7. Peja at embina Kepegawaian yang se1anjutnya disingkat PPK ada1ah pejabat 
yang mempunyai kewenangan m enetapkan pengangkatan, pemin ah n, dan 
pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan m an ajemen 
Aparatur Si '1 Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
perat ran per d g-undangan. 

8. Pejab t ang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang 
memp nyai kewen ngan e aksanaka n proses pengangkatan, pem in dahan, 
dan p m erhentian pe awai Apara tur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan 
perat ran perun dang-undangan. 

9. Aparatur Sipi1 egara yang e1anjutnya disingkat ASN dalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerin tah den gan Perjanj ian K rja yang 
bekerj pada i stans i pem rintah. 

10. Pegawai Aparatur Sipil N gara yang se1anju tnya dise u t Pegawai ASN adalah 
Pegawai N geri Sipil dan Pega wai Pemerin tah dengan Perjanjian erja yang 
diangkat 1eh PPK dan diserahi tuga s da1am su atu jaba tan pemerin tahan atau 
diserahi tugas n egara 1ain nya dan digaji berdasark a n peraturan 
perundang-u n dangan. 

11. Pegawai Negeri Sipi1 yang se1anju tnya disingkat PNS ada1ah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, d iangkat sebagai pegawai ASN 
secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

12. Calon PNS yang selanjutnya disingka t CPNS adalah warga negara Indonesia 
yang 1010s seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta 
telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai. 

13. Po1a Karier PNS adalah po1a dasar mengenai urutan penempatan dan/atau 
perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara 
berkesinam bungan. 

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan 
organisasi. 

15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang se1anjutnya disingkat JPT adalah seke1ompok 
Jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah. 
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16. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT. 
17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT 

tingkat Pratama pada Pemerintah Daerah. 
18. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT 

tingkat Madya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah Provinsi. 
19. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT 

tingkat Utama pad a Instansi Pusat sebagai Kepala Lembaga Pemerintah non 
Kementerian. 

20. Jabatan Admin istrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok 
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

21. Pejaba Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki J A pada 
Pe erintah Daerah. 

22. Peja b t Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab mem im pin 
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta admi i t rasi 
pem rintahan dan pembangunan. 

23. Pejab t Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab 
mengen dalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana. 

24. Pejab t Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab 
melak anakan kegia tan pelayanan p u blik serta administrasi pem erintahan 
dan p m bangunan. 

25. Jabatan u ngsional yang selanj tnya disingkat JF adalah ekelompok 
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fu gsional 
yang rdasarkan pa da keahlian dan keterampilan tertentu. 

26. Pejaba t Fungsional adalah Pegawai ASN yang m endudu ki J F pada Pem erintah 
Daerah . 

27. Standar ompeten si Jaba tan Aparatur ipil Negara yang selanjutnya disebut 
Standar Kompetensi ASN ad ah deskripsi pengetahuan, keteram pilan dan 
perilaku yang d iperlukan seora ng ASN dala m melaksan a kan tuga s J a batan. 

28. Kompete si Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan s ikap /perilaku 
yang dapat diama ti, diukur da n dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan 
bidang teknis J a ba tan. 

29. Kompetensi Manajerial a dalah penge ahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku 
yang dapat diamati, diukur, dikembangkan u ntuk m emimpin dan/ atau 
mengelola unit organisa si. 

30. Kompetensi Sosial Kultural a dalah pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan 
pengalaman berinteraksi dengan m a syarakat majemuk dalam hal agama, 
suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, 
emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk 
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. 

31. Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara Vertikal, 
Horizontal, maupun Diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, dan 
tanggung jawab Jabatan serta persyaratan Jabatan yang menggambarkan 
seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja pad a setiap 
Perangkat Daerah. 



5 

32. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 

33. Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus 
tahapan seleksi yang ditentukan dan termasuk dalam kelompok rencana 
suksesi. 

34. Manajemen Talenta ASN adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi 
tahapan akuis isi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang 
diprioritaska n u ntuk menduduki Jabatan target berdasarkan potensi dan 
kinerja t ertinggi m elalu i mekanism e uj i da n penilaian yang dilaksanakan 
secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan I stansi 
P e ·ntah. 

Pasal 2 

(1) Pola arier PNS dilaksanakan atas dasar prinsip: 
a. k pastian; 
b. pr fesionalisme; 
c. tra nsparan; 
d. integritas; 
e. ke dilan; dan 
f. ras ion al. 

(2) Kepastian sebaga im ana dim aksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pola Karier 
harus m enggambarkan kepastian tentang arah alur karier n g dapat 
ditem u oleh setiap PNS yang telah m emenu h i sya rat yang ditentuka n dalarn 
peraturan perundang-und anga n . 

(3) Profesi n alisme sebagaimana dim aksu d pa d ayat (1 ) h uruf yaitu P la Karier 
harus dapat mend~r ng peningkatan kompeten si dan prestasi k erj PNS. 

(4) Transpara sebagaimana dima ksud pa da ayat (1) huruf c yaitu Pola Karier 
harus di etahui oleh setia p PNS dan m emberi kesempa tan yang sarna kepada 
PNS yang telah m emenu h i syarat yang ditentuk an dala m peraturan 
perundang-undan gan. 

(5) Integritas sebagaim ana dimaksu d pada ayat (1) h u ruf d yaitu karier seseorang 
PNS dapat meningk t jika mempunyai rekam jejak yang baik. 

(6) Keadilan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf e yaitu memberikan 
kesempatan kepada PNS yang me men u hi Standar Kompetensi ASN untuk 
menduduki Jabatan yang lebih tinggi. 

(7) Rasional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf g yaitu sesuai kebutuhan 
Pemerintah Daerah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. 

BAB II 
RUANG LINGKUP POLA KARIER 

Pasal3 

Ruang lingkup Pola Karier, meliputi: 
a. jenis Jabatan; 
b. profil PNS; 



c. Standar Kompetensi ASN; dan 
d. jalur karier. 
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Bagian Kesatu 
Jenis Jabatan 

Pasal4 

Jenis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: 
a. JPT; 
b. JA; dan 
c. JF. 

Bagian Kedua 
Profil PNS 

Pa al5 

Profil P S ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kum pulan 
informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas: 
a. data personal; 
b. kualifika i pendidikan; 
c. rekam jejak Jabatan; 
d. kompeten si; 
e. riway t pen gembangan; 
f. riwaya t h sil penilaian kinerja; 
g. pendi ikan dan pelatihan; 
h. USIa; an 
1. informasi kepegawaian lai nya. 

Bagian Ketiga 
Standa r Kompetensi ASN 

Pa sal 6 

Standar Kompetensi ASN sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 h uruf c berisi 
paling sedikit mem at informasi tentang: 
a. nama Jabatan; 
b. uraian Jabatan; 
c. kode Jabatan; 
d. pangkatjkelas Jabatan; 
e. Kompetensi Teknis; 
f. Kompetensi Manajerial; 
g. Kompetensi Sosial Kultural; dan 
h. ukuran kinerja Jabatan. 
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Bagian Keempat 
J alur Karier 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal7 

(1) Jalur Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah lintasan 
posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang 
setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi. 

(2) Pola Karier PNS dapat berbentuk: 
a. Horizontal, di dalam satu k elompok maupun antar kelompok J F, JA, atau 

J PT; 
b. Ver tikal, di dalam satu kelompok J F , JA, atau JPT; dan 
c. Dia gonal, antar kelompok JF, JA, a ta u JPT. 

Paragraf 2 
Pola Karier Horizontal 

Pasal 8 

(1) Pola Kari r H rizo tal ebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) h uruf a 
merupaka n erpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang 
setara dil kan m elalu· m tasi, baik di dalam satu kelom ok mau p n antar 
kelomp ok JF, JA, a a u J PT. 

(2) Mutasi s bagaimana dimaksud pada aya t (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) 
lingku gan Pemer intah aerah untuk paling singka t 2 (dua) tahun da paling 
lama (lima) tah un. 

(3) Mutasi se agaim a dim aksud pada ayat (2) dilaksanaka n se u ai dengan 
ketent an peraturan per n da g-undangan. 

Pa sal9 

(1) Pejabat Pimp in an Tinggi Pratama dapat berpindah secara Horizontal ke dalam 
JPT Pratama lainnya sesuai dengan persyaratan Jaba tan. 

(2) Mekanisme pe pin dahan antar JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal10 

Pej abat Pimpinan Tinggi Pratama atau J abatan yang setara dapat berpindah 
secara Horizontal ke dalam JF Ahli Utama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal11 

(1) JF dapat berpindah ke JF lain dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, 
kompetensi, dan syarat J abatan. 

(2) Perpindahan JF ke JF lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
jenjang Jabatan dan angka kredit yang setara. 
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(3) Perpindahan JF ke JF lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi JF. 

(4) Perpindahan JF ke JF lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui uji 
kompetensi. 

(5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh 
Instansi Pembina JF. 

Pasal 12 

(1) JF dapat berpindah ke JA sesuai jenjang Jabatan, kualifikasi, kompetensi, 
dan syarat Jabatan. 

(2) JF Ahli Utama dapat berpindah secara Horizontal ke dalam JPI' Pratama 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal13 

(1) Perpindahan karier horizontal bagi JA ke JF yaitu: 
a. Jabatan Administrator dapat berpindah secara Horizontal ke JF 

Ahli Madya. 
b. Jabatan Pengawas dapat berpindah secara Horizontal ke JF Ahli Muda. 

(2) Dalam hal kondisi tertentu perpindahan karier dapat dilakukan melalui 
mekanisme penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal14 

JA dapat berpindah ke JA lain yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, 
dan syarat Jabatan. 

Paragraf 3 
Pola Karier Vertikal 

Pasal15 

(1) Pola Karier Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b 
merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang 
lebih tinggi dilakukan melalui promosi di dalam satu kelompok JF, JA, atau 
JPI'. 

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi: 
a. JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori 

keahlian; 
b. JA dalam satu kelompok JA; dan 
c. JPI' dalam satu kelompok JPI'. 

Pasal 16 

(1) Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 
huruf a dilakukan dalam hal kenaikan jenjang JF, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(2) Dalam hal kenaikan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pejabat Fungsional dapat berpindah dari jenjang paling rendah sarnpai dengan 
jenjang paling tinggi dalam satu kategori JF nya. 

(3) Pejabat Fungsional kategori keterarnpilan dapat berpindah ke kategori 
keahlian dalarn satu rumpun/ klasifikasi JF yang memiliki tugas dan fungsi 
yang sarna. 

(4) Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan 
berdasarkan kebutuhan organisasi dan peta Jaba ta n yan g telah ditetapkan. 

Pa sal17 

(1) Promosi dalarn JA sebagaimana dim aksud dalarn Pasal 15 ayat (2) h ruf b 
di kan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui se eksi 
inte n . 

(2) Pro osi dalarn JA sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dilakukan bagi: 
a. J a ba tan Pengawas ke Jabatan Administrator; atau 
b. J batan Pelaksana ke Jabatan Pengawas. 

(3) Prom si sebagaimana dimaksud pa da ayat (2) dilaksanakan ~ epanJang 
meme u h i persyaratan Jabatan sesuaJ. dengan keten tuan peraturan 
peIiUndang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. 

Pasal 18 

(1) Promo i dalarn J PT ebagaimana dim aksud dalarn Pasal 15 ayat (2) huruf c 
dilaku a n sepanjang memenuhi persyaratan Jabata n melal i rencana uksesi, 
seleksi terbu a atau berdasarkan ketentuan Sistem Merit dengan 
memp rh tikan kebutuhan organisa si. 

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi ra rna dapat berpindah secara Vertikal k e dalarn 
JPT Pr tarna lainnya yang n ilai kelas jaba tannya lebih tinggi d an /atau ke 
dalarn J PT Madya pada In s tansi Pusat dan In stansi Da rah Provin si. 

(3) Perpindah an secara Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
sesuai dengan kualifika si, kompeten si, dan syarat J abatan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-u ndangan. 

Paragraf 4 

Pola Karier Diagonal 

Pasal19 

(1) Pola Karier Diagonal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) huruf c 
m~rupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang 
leblh tinggi tidak berdasarkan garis lini baik melalui promosi atau mekanisme 
pengangkatan dalam JF. 

(2) Perpindahan karier Diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
bagi: 
a. JA ke JF; 
b. JF ke JA; 
c. Jabatan Administrator atau JF Ahli Madya ke dalarn JPT Pratarna; 



10 

d. JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya pada Instansi Pusat dan Instansi 
Daerah Provinsi; atau 

e. JF Ahli Utama ke dalam JPT Utama pada Instansi Pusat. 
(3) Perpindahan karier Diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal20 

(1) Perpindahan karier Diagonal bagi J A ke J F sebagaimana dim aksud dalam 
Pasal 19 a a t (2) huruf a yaitu: 
a. Pejabat Administrasi dapat berpindah secara Diagonal ke JF Ahli Utama; 
b. ejabat Pengawas dapat berpindah secara Diagonal ke JF Ahli M dy ; atau 
c. P j abat Pelaksana dapat berpin dah secara Diagonal ke JF kat gori 

eahlian atau kategori keteram pilan. 
(2) Perpindahan karier Diagonal sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melal i m ekanisme perpindahan, pen yesuaian j inpassing atau promosi dalam 
JF, se u ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 21 

(1) Perpindahan kar"er Diagonal bagi JF ke JA sebagaimana dimaksu d dalam 
Pasal 19 aya (2) huruf b yaitu: 
a" Pej ba t Fungsional katego i keterampilan atau Pejabat Fungsion al Ahli 

Per tama dapat berpindah secara Diagonal ke Jabatan Pengawas; at u 
b. Pej bat Fungsional Ahli Muda dapat berpindah secara Di g nal ke 

J a atan Adm inistrator. 
(2) Perpindal~an kar"er Diag nal sebagaimana d imaksud pada aya (1) dilakukan 

melalui m ekanisme pen u gasan pada J abatan di lu ar JF, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun dang- n dangan. 

Pasal 22 

(1) Perpindahan karier Diagonal Jabatan Administrator atau JF Ahli Madya ke 
dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c 
dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, 
kompetensi, persyaratan Jabatan, dan kebutuhan organisasi. 

(2) Perpindahan karier Diagonal JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya pada 
Instansi Pusat dan Instansi Daerah Provinsi dan Perpindahan karier Diagonal 
JF Ahli Utama ke dalam JPT Utama pada Instansi Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan melalui 
promosl secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
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BAB III 
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN POLA KARIER 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal23 

Pola Karier disusun sebagai bagian dari Sistem Manajemen Talenta yang diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Manajemen Talenta. 

Pasal24 

(1) Pola Karier s ebagaim ana dimaksud dalam Pasal 23 wajib d isu sun dan 
ditetapkan oleh PPK. 

(2) Po Ka rier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditet kan 
denga n merujuk pada ko ep dasa r Pola Karier Instansional sebagaim ana 
terc tu m dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpi ahkan 
dari era turan Bupati. 

(3) Dalam enyusun dan menetapkan Pola Karier sebagaimana dim aksu pada 
ayat (2), PPK harus memperhatikan J alur Karier yang berkesinambungan. 

(4) Jalur Karier y ng berkesi a m bungan sebagaim ana dimaks d pada ayat (3), 
disus n abatan palin g ren dah k e Jabatan paling tinggi, 8.1 pada 
jenjang J a batan yang etara maupun j enjang J a batan yang lebih inggi dalam 
Pola Karier 0 iz n Kar·er Vertikal, maupun Pola K ·er Di go al. 

(5) Pola a ·er sebag ·mana dimaksud p ada ayat (2) d isusun an itetapkan 
dengan em ertimbangkan kelompok Jaba tan Krit·kal, dalam k rangka 
Manajem en Talenta. 

(6) Pola Karier dil sanakan dalam ling up a ntar-un it kerja pada P rangkat 
Daerah, p . g dikit m emuat JA, J F Ahli Pertama, dan JF k eterampilan. 

Bagian Kedu a 
Perencanaan Pola Karir 

Pasa1 2 5 

(1) PyB menyusun rencana pengembangan karier dengan memperha tikan: 
a. urutan kari r yang berkesin ambu n gan kecuali dari J F ke JPT atau 

Jabatan Administrator; dan 
b. tugas serumpun, kompetensi yang berkaitan, dan kualifikasi pendidikan 

yang diperlukan. 
(2) Rencana pengembangan karier seb agaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh PPK. 

Pasal26 

(1) Penyusunan rencana Pola Karier meliputi rencana Pola Karier untuk: 
a. JPT; 
b. JA; dan 
c. JF. 



12 

(2) Rencana Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, 
komposisi, distribusi calon pemegang Jabatan, dan jangka waktu melintasi 
alur karierj Jabatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi 

Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. Komposisi dalam pembinaan karier harus seimbang untuk seluruh cal on 

peserta seleksi, dalam arti bagi setiap 1 (satu) Jabatan yang akan diisi, 
para calon harus memiliki syarat kompetensi, kualifikasi, dan kinerja; dan 

c. Distribusi ca lon pemegang Jabatan harus merata dalam arti tidak terlalu 
banyak untuk Jabatan tertentu dan terlalu sedikit untuk J a ba tan lainnya. 

Pasa127 

Perencan aan Pola Karier u ntuk JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf dilakukan melalui renca a suksesi, seleksi terbuka atau berdasarkan 
ketentuan Sistem Merit, sesuai dengan ketentuan peraturan perun dang­
undangan . 

Pasal 28 

(1) Perencan an Pola Karier untuk JA s ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 26 
ayat (1 h u ruf b dilakukan melalui seleksi, rota si, mutasi, dan prom si, sesuai 
dengan ketentuan perat ran per ndan g-und angan. 

(2) Dalam p rencanaan Po a Kar·er untuk JA sebagaimana dimak u d pada ayat 
(1), perl memproyeksikan jangka waktu paling s ingkat PNS harus 
diprom osikan tanpa m engurangi syarat yang telah ditentuk n dalam 
peraturan perun dang-u n dangan. 

Pa sal 29 

(1) Perenca aan P la Karier u ntu k JF s ebagaimana dimaksu d dalam Pasal 26 
ayat (1) huruf c d ilakukan pengangkatan pertama, perpindahan Jabatan, 
penyesuai nj in p as sing, dan promosi sesuai denga n ketentuan peraturan 
perundang-u ndan gan. 

(2) Pola Karier untuk J F sebagaimana dimaksu d pada ayat (1 ) d itetapkan dalam 
jenjang Jabatan berda sarkan pen capaian angka kredit sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pa sal30 

Penyusunan rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 paling sedikit meliputi unsur-unsur Pola Karier, yaitu: 
a. jenis, rumpun j klasifikasi, dan profil Jabatan; 
b . Standar Kompetensi ASN; 
c. pengembangan kompetensi dan pembinaan karier; 
d. profil pegawai; 
e. masa kerja; 
f. kelas Jabatan; 
g. pengalaman Jabatan; 
h . profil dan struktur organisasi; 
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1. Peta J abatan; dan 
J. penilaian kinerja dan pembinaan disiplin. 

Pasal31 

(1) Jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 huruf a paling sedikit terdiri dari jenis dan jenjang Jabatan, 
rumpun/ klasifikasi Jabatan, persyaratan Jabatan, dan tugas Jabatan. 

(2) Jenis dan jenjang J a ba tan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 
a. JPT; 
b. JA terdiri da ri: 

1) J a batan Administra tor; 
2 ) J a batan Pengawas; dan 
3) Jabatan Pelaksana; 

c. F terdiri dari: 
1) J F Kategori Keterampilan den gan jenjang Jabatan dari paling ren dah 

samp ai paling tinggi yaitu: 
a ) Pemula; 
b ) Terampil; 
c) Mahir; dan 
d) Penyelia; dan 

2) JF Kategori Keahlian dengan JenJang J a batan an palin g rendah 
sampai pa ling tinggi yaitu: 
a ) Ahli Pertama; 
b) Ahli Mu da; 
c) Ahli Ma dya; dan 
d) Ahli U a ma. 

(3) Rump n/kla ifikasi Jabatan sebagaim ana dimaksu d pada yat (1) sesuaJ. 
dengan keten tu an peraturan perundang-unda ngan. 

Pa sa1 32 

(1) Standar Komp tensi ASN s bagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b 
me lip uti Kompeten si Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kom petensi Sosial 
Kultural. 

(2) PPK menetapkan Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa1 33 

(1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c 
dilaksanakan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan karier sesuaJ. 
dengan jenis Jabatan. 

(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada e.yat (1) paling 
sedikit didasarkan pada: 
a. Jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan Jabatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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b. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan 
fungsional merupakan unsur yang harus dipenuhi bagi setiap pegawai 
yang akan menduduki masing-masingjenis Jabatan. 

c. Pendidikan dan pelatihan teknis dapat menjadi persyaratan setiap jenjang 
mulai dari Jabatan paling rendah sampai Jabatan paling tinggi sesuai 
karakteristik dan kebutuhan. 

d. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jabatan yang sifatnya mendesak 
dan harus diisi, dalam hal persyaratan pendidikan dan pelatihan belum 
dipenuhi untuk sementara dapat dilakukan uji k om petensi dalam 
pengisian J a batan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undan gan . 

Pasal34 

(1) Profil pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d paling ed ikit 
memua t data personal, kualifikasi pendidikan, rekam jejak J abatan, 
kompete si, riwayat pengembanga n , riwayat hasil penilaian kinerja, 
pendi ikan dan pelatihan, usia, dan in formasi kepegawaian lainnya. 

(2) Usia sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) paling tinggi dida sarkan pada : 
a . U ia aling tinggi 1 (satu) tahun sebelum m encapai batas usia pensiun 

untu k menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan Administrator. 
b . Usia p aling tinggi 56 (lima puluh en am) tahun untuk mendudu ki JPT 

Pr tama , dan ia paling t inggi 58 (lima puluh delapan) tahu n untuk 
m e duduki J PT Madya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah rOVlnSl 
dan J PT Utama pada In stansi Pusat. 

Pasa1 35 

(1) Masa kerj a sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e u ntuk J A diatur 
sebagai berikut: 
a . Untuk mendudu ki J a ba tan Pengawas paling singkat 2 (dua) tahun dalam 

Jabatan Pe1aksana . 
b. Untuk m endu duki Jabatan Administrator paling sin gkat 3 (tiga) tahun 

dalam Jab tan Pengawas. 
(2) Masa kerja sebaga imana dimaksu d dalam Pasal 30 huruf e u ntuk JPT diatur 

sebagai berikut: 
a. Untuk menduduki J PT Pratama, paling sin gkat 2 (dua) tahun dalam 

J abatan Administrator. 
b. Untuk menduduki JPT Madya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah 

Provinsi, paling singkat 2 (dua) tahun dalam JPT Pratama . 
c. Untuk menduduki JPT Utama pada Instansi Pusat, paling singkat 2 (dua) 

tahun dalam JF Ahli Utama. 
(3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e untuk JF 

berdasarkan angka kredit yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan 
perun dang-undangan. 



15 

Pasal 36 

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f memuat informasi 
kelas Jabatan masing-masing Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal37 

Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g diatur 
sebagai berikut: 
a. Untuk menduduki JPT Utama pada Instansi Pusat, seorang PNS memiliki 

pengalama n Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan J abatan yang 
akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh ) tahun. 

b. Un tuk menduduki JPT Madya pada Instansi Pusat dan Instansi Da erah 
Pro ·n i, seorang PNS mem iliki pengalaman Jabatan dalam bidang tuga s y g 
terkait dengan abatan yang akan didu duki secara kumulatif paling i gkat 
sela a 7 (tuju h) tahun. 

c. Untuk m en duduki JPT Pratama, seorang PNS memiliki pengalaman J batan 
dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara 
kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun . 

d. Untuk m d duki Jabatan Administra tor seorang PNS memiliki p ngalaman 
pada J ab tan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat 
dengan J atan Pengawa sesuai dengan bidang tugas Jabatan yan g akan 
diduduki. 

e. Untuk menduduki Jabatan Pengawas seorang PNS memiliki pen galaman 
dalam J abatan Pelaksana paling s ingkat 4 (empat) tahun atau J F yang 
seting at dengan Jabatan Pelaksana sesuai d n gan bidang tugas Jabatan 
yang aka n d · dud ki. 

f. Untuk m endu duki JPT dan JA, seorang PNS dari JF harus dalam satu 
rumpun /kl s ifikasi Jabatan dan sesuai den gan jenjang yang dipersyaratkan 
sesuai dengan ketentuan peratu ran perund g- n danga n. 

Pasal38 

Profil dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 30 huruf h 
memuat informasi tentang profil dan struktur organisasi Pemerintah Daerah dan 
tata kerja untuk menggambarkan Jalur Karier. 

Pa sal 39 

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i ditetapkan oleh PPK 
berdasarkan analisis Jabatan dan tata kerja organisasi Pemerintah Daerah 
sebagai dasar penyusunan Jalur Karier sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal40 

(1) Penilaian kinerja dan pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 huruf j dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
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(2) Penilaian Kinerja JPT dan Jabatan Administrator dilakukan berdasarkan 
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penilaian Kinerja JF dilakukan berdasarkan pencapaian Angka Kredit 
Kumulatif, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Perilaku Kerja sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Pola Karir 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 41 

Pola K ier dilaksanakan sebagai bagian dari Sistem Manajemen Talenta an 
Sistem formasi ASN 

Pasal 42 

PPK me1aksanakan pengIslan J abatan berdasarkan rencana Pola Karier yang 
telah ditetap an sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1). 

Paragraf2 
Pola Ka rier J PT 

Pa sal 4 3 

(1) Pengisian JPT Pratama untu k Jabatan yang lowong dilakukan melalu i seleksi 
terbuk dan kompetitif, ses ai dengan ketentuan peratu ran perundang­
undangan. 

(2) Ketent an pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikecualikan a pab·la telah menera pkan Sistem Merit dalam pembinaan 
Pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara. 

Paragraf 3 
Pola Karier J A 

Pasal44 

(1) Pengisian JA dilakukan untuk Jaba tan Administrator, Jabatan Pengawas, dan 
Jabatan Pelaksana. 

(2) Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kelompok rencana 
suksesi atau melalui seleksi internal, berdasarkan prinsip Sistem Merit sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengisian Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan kelompok rencana suksesi, berdasarkan prinsip 
Sistem Merit melalui pengangkatan CPNS. 
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Pasal45 

(1) Pengisian Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
( 1) dapat dilakukan melalui j alur percepatan Sekolah Kader. 

(2) Sekolah Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis 
pengembangan kompetensi bagi calon-calon kader pimpinan yang bertalenta 
dan berkinerja tinggi di Pemerintah Daerah. 

Paragraf 4 
Pola Kar' er JF 

Pasal46 

(1) Peng' sian J F dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan Jabatan, 
pen yesu aianjinpassing, dan mutasi dalam Pola Karier Horizontal, p rom osi 
dalam Pola Karier Vertikal rna pun Pola Karier Diagonal. 

(2) Pengan gkatan dalam JF sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dilak anakan 
sesu . dengan ketentuan peraturan peru ndang-undangan. 

BABIV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal47 

(1) Dalam h al penglslan J PT, Jabatan Administrator dan Jabatan P ngawas 
sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 3 sampai dengan Pasal 45 tid ak dapat 
dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pen gisian dalam Jabat n, PPK 
dapat m ,nuga kan Peja at Pemerintahan sebagai Pelaksan a Harian atau 
Pelaksan a Tu gas. 

(2) Selain k ten tuan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), penugasan Pelaksana 
Harian an Pelaksana Tugas dapat ditunjuk a pabila Pejabat Definitif 
berhalangan s ementara atau berhalangan tetap. 

Bagian Kedua 
Kriteria Pelaksana Harian dan Pelaksan a Tugas 

Pasa148 

( 1) Penugasan Pelaksana Harian atau Pelaksa na Tugas dilaksanakan at as dasar: 
a. ditugaskan oleh PPK atau Pejabat yang ditunjuk melalui Surat Perintah 

Tugas; dan 
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin. 

(2) Pelaksanaan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif 

yang berhalangan sementara; dan 
b. Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defmitif yang 

berhalangan tetap. 



18 

(3) Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak berwenang untuk mengambil 
keputusan dan I atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada 
perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi 
anggaran. 

(4) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan keputusan danl atau tindakan yang memiliki 
dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana 
kerja pemerintah. 

(5) Perubahan status hukum pada aspek 
pada ayat (3) yaitu melakukan 
pemberh entian pegawai. 

kepegawaian sebagaimana dimaksud 
pengangkatan, pemindahan, dan 

(6) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan men gambil 
keput san danl atau tindakan selain keputusan danl atau tindakan ang 
bersif t strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada a pek 
kep gawaian. 

(7) Pelak ana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan melipu ti: 
a. m laksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai dengan ketentuan 

pera turan perundang-undangan; 
b. m netapkan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian pre stasi kerja pegawai; 
c . m enetapkan surat kenaikan gaji berkala; 
d. m e n et kan cuti selain C ti di Luar Tanggungan Negar dan c t i yang 

akan dija ankan di luar negeri; 
e. m e etapkan sur a t tugasl surat perintah pegawai; 
f. me jat kan hukuman di iplin pegawai tingkat ringan; 
g. m e yampaikan usul mu asi kepegawaian k ecuali p erpindahan antar-

inst a si; 
h. memberikan tugas/izin belajar; 
1. mem beri an izin men gikut i seleksi JPT a tau JA; dan. 
J. mengusu lkan pegawai u nt k men gikuti pengembangan kompeten 1. 

Pasa1 4 9 

(1) Penugasan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dapa t d iber ikan kepada 
PNS yang sedang menduduki Jabatan: 
a. JPT Pratama; 
b. Jabatan Administrator; 
c. Jabatan Pengawas; atau 
d. JF kategori keahlian. 

(2) PNS yang diberikan penugasan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas harus 
memenuhi persyaratan: 
a. Memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan 

dilaksanakan; 
b . Memiliki jenjang Jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah dari 

j enjang Jabatan yang akan ditugaskan; 
c. Berkinerja baik paling kurang selama 2 (dua) tahun terakhir; dan 
d. Berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam 

Jabatan yang akan ditugaskan. 
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(3) JF kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 
diberikan penugasan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dengan 
ketentuan: 
a. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana 

Harian atau Pelaksana Tugas JPf Pratama. 
b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana 

Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Administrator atau JPf Pratama. 
c. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda dapat ditunjuk sebagai Pelaksana 

Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pengawas atau Jabatan 
Administrator . 

d. Pejaba t Fu ngsional j enjang Ahli Pertama dapat ditunjuk sebaga i Pelaksana 
Ha ian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pelaksana yang merupakan eselon 
V a tau Jabatan Pengawas. 

(4) Dalam hal tidak terdapat PNS dengan persyaratan sebagaimana dimak ud 
pad ayat (2) huruf b, penugasan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas 
dapat di erikan kepada PNS dengan jenjang Jabatan satu tingkat lebih t inggi 
dari jenj n g Jabatan yang akan ditugaskan. 

(5) Penunjukkan dan kewenangan Pelaks ana Harian dan Pelaksana Tuga s bagi 
Jabat n Sekretaris Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perund a n g-undangan. 

Bagian Ketiga 
Mekanisme P nugasan 

Pelak ana Harian dan Pelaksana Tugas 

Pasal 50 

Penugasan Pelak ana Harian ditetapkan u ntu k waktu paling singkat 3 (tiga) hari 
dan paling lama 30 (tiga puluh) h ari. 

Pasal 5 1 

(1) Penugasan Pelaksa n a Tugas ditetapkan untuk waktu paling sing at 1 (satu) 
bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan. 

(2) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum 
diperoleh pelaksana tugas secara definitif, Pelaksana Tugas dapat diberikan 
perpanjangan paling banyak u ntuk 1 (satu) kali penugasan. 

(3) Penetapan tugas, kewenangan, dan fasilitas Pelaksana Tugas dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Pelaporan Tugas 

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas 

Pasa151 

(1) Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas melaporkan pelaksanaan tugas 
kepada PPK atau Pejabat yang memberikan penugasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a. 
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(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya 
pelaksanaan tugas. 

BABV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 52 

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Pelaksana Harian atau 
Pelaksana Tugas yang sedang melaksanakan tugas harus disesuaikan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal53 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 

Agar seti p orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan i S ing a parna 
pada tanggal 30 Desem e 2022 

SEKRETA IS DAE RAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

pengun dangan 
Berita aerah 

30 Des mber 2022 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOM OR 153 



LAM PI RAN 

NOMOR 

TENTANG 

MASA 
JABATAN 

25 TAHUN 

4-8 TAHUN 

4 12 TAHUN 

4-8TAHUN 

4 8 TAHUN 

4 -8TAHUN 

4 8 TAHUN 

4 8 TAHUN 

o 4TAHUN 

DALAMDAN 
ANTAR 

KELOMPOK 
JABATAN 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALA 

152 TAHUN 2022 

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

KELOMPOKJA 

I 
I 
I 
I 
t 
I Peldksana 
I 
!. 

Rencana Suklil'coi 

Seleks. Intern,,1 

POLA KARIER INSTANSIONAL 

KElOMPOK JABATAN 

KELOMPOK JPT 

JPl Utarna 

JPl Mady.l 

RenCiln" Sukses. 
Seleksi Terbu kd 

Kelenluan Sis! m Menl 
Mutas. JPT Nas.onal 

MEKANISME PENGISIAN· 

KELOMPOKJF 

-----, 

Penyelta 

r .. ramptl 

- -j 

Pemula 

- .. 

Pengangk.atan Pert am" 
Perpindah .. n 

Penyesua.an/lnpassmg 
Promosl 

PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI 

REFORM LEADER ACADEMY 
PELA TlHAN KlPE M IM' INAN 
PflATIHAN KEP I PINAN 
LAIN YANG DIS EfAR '<AN 

<LA TIHA D AR 
PE LAlIH N f NGSIONAl 
Pfl ATIHAN ~PEMIMPINAN 

REFORM L DER ACADEMY 

PlN fM NGAN 
KOMPElE NSI MANAJERIAl 
DAN S SIAL KULTURAl 
PENGEMBANGAN 
KOMPHENSI TEKNIS 

Horolonl.)1 
MUlasl 

V rt.kal 
. Promosl 

Kcnf)lkan J nJ.mc 

Diagonal 
- Promosl 

MUlaSI 

Fa,' Track 
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1. Kelompok Jabatan diisi dengan jenis jabatan ASN meliputi JPT, JA, dan JF 
dengan masing-masing Tingkat/Jenjang Jabatan sesuai Peta Jabatan, profil 
dan struktur organisasi, berbasis pada Jabatan Kritikal. 

2 . Masa Jabatan merupakan dasar penghitungan mas a keIja dan proyeksi 
pencapaian karier PNS dalam periode tertentu. 

3. Mekanisme penglslan Jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan 
kebutuhan, jenjang pangkat, kualifikasi dan persyaratan Jabatan, Standar 
Kompetensi Jabatan, pengalaman, dan penilaian kinerja. 

4 . Pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan jen is Jabatan yang 
diduduki, se su ai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Dalam hal p eningka tan pengalaman Jaba ta n dan pengembanga n kompetensi, 
PPK dapat menetapkan 2 (dua) atau 3 (t iga) Jabatan strategis yang harus 
didudu ki terlebih dahulu dalam pola karier seorang PNS, s ebelum 
dip rom osikan ke J abatan yang lebih tin ggi. 

~'J.l.J, ..... .u' .I..Lll.I.J'c:>.Y A , 
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